
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR SUKU MEE DAN
SUKU DANI DI DISTRIK UWAPA KABUPATEN NABIRE

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa konflik sosial Suku Mee dan Suku Dani di Distrik
Uwapa Kabupaten Nabire pada tanggal 5 Juni 2023 telah
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka dan
pembakaran pemukiman masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial suku
Mee dan Suku Dani perlu adanya langkah-lsangkah cepat,
tepat dan peningkatan efektivitas, keterpaduan, serta sinergi
dalam penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik
melalui koordinasi yang terpadu di Tingkat Provinsi maupun
tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penanganan Konflik Sosial Suku Mee dan
Suku Dani di Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

Menimbang:

Mengingat: 1.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahw 2O2l tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukal Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol2 tenlang Penanganan
Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5315);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No 2 Ta}:.un 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangaa Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202L tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Sosia-l Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Penanganan Korban Konflik Sosial dan Pengungsi;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2023 Nomor l0);

Memperhatikan: Surat Pengantar Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Papua Tengah
Nomor : 8OO/OTSlDinsos P3A/2023 Tanggal 23 Jwi 2023
Penyampaian Penerbitan SK Penanganan Bencana Sosial
Konflik antara Suku Mee dan Suku Dani di Distrik Uwapa
Kabupaten Nabire;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan
KESATU Penanganan konflik sosial suku Mee dan Dani di Distrik

Uwapa Kabupaten Nabire.

Gubernur dan Bupati Nabire mengoordinasikan
Penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam
Ditrrtum KESATU dalam hal:

a. penetapan Status Keadaan Konflik;
b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungal

korban; dan/atau
c. bantuan penggunaan TNI.

Gubernur mengoordinasikan SKPD dan instansi terkait
dalam tindakan darurat penyelamatan, pelindungan
korban dan pemulihan pascakonflik.
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KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2023.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanegal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni2023

PJ. CUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/rrD

RIBKA HALUK

ln

NI, SH, M.Si
NI 199610 1001

Salin

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tetgah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masingyangbersangkutan.
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